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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat pengaruh karakteristik komite
audit terhadap pengungkapan keuangan sukarela (pengungkapan keuangan
sukarela)pada perusahaan di Indonesia. Karakteristik Komite Audit yang digunakan
dalam penelitian ini meliputi ukuran, latar belakang keahlian komite audit,
independensi, komitmen, pertemuan dan tenure. Adapun pengungkapan keuangan
sukarela diukur dengan indeks yang di rujuk dari penelitian terdahulu mengenai tingkat
pengungkapan dalam laporan tahunan.Adapun permasalahan yang mendasari penelitian
ini terdiri dari dua sisi, yaitu permasalahan praktis dan permasalahan empiris. Secara
praktis, permasalahan mengenai pengungkapan keuangan terkait erat dengan manfaat
transparansi informasi keuangan bagi kepentingan publik.Ketidakberhasilan perusahaan
dalam meningkatkan pengungkan keuangan mengakibatkan rendahnya kepercayaan
investor dan berakibat pada rendahnya aliran investasi pada perusahaan. Permasalahan
kedua, yaitu permasalah empiris. Sejumlah penelitian terdahulu sebagaimana disajikan
pada bab pendahuluan memperlihatkan masih dibutuhkannya penelitian tambahan untuk
memperkuat generalisasi hasil penelitian mengenai keterkaitan komite audit dan
pengungkapan keuangan sukarela.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dan tergolong dalam penelitian
hipothesis  testing.Penelitian pengujian hipotesis merupakan penelitian yang

menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel.

Kata kunci: ukuran, latar belakang keahlian, tenure komite audit, pengungkapan
keuangan sukarela

Vi



BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat pengaruh karakteristik komite
audit terhadap pengungkapan keuangan sukarela (pengungkapan keuangan
sukarela)pada perusahaan di Indonesia. Karakteristik Komite Audit yang digunakan
dalam penelitian ini meliputi ukuran, latar belakang keahlian, dan fenure. Adapun
pengungkapan keuangan sukarela diukur dengan indeks yang di rujuk dari penelitian
terdahulu mengenai tingkat pengungkapan dalam laporan tahunan.

Pengungkapan keuangan oleh perusahaan menjadi dasar bagi investor mengambil
keputusan investasi.Tingkat pengungkapan yang rendah memperlihatkan rendahnya
transparansi pelaporan data keuangan perusahaan. Fenomena perusahaan Enron di
Amerika Serikat telah mengakibatkan kerugian luar biasa bagi investor, kreditor,
menyebabkan 4500 karyawan kehilangan pekerjaannnya, dan meruntuhkan kantor
Akuntan Publik ternama di dunia Arthur Anderson (Thomas, 2002). Kondisi ini
memperlihatkan luasnya dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari rendahnya
transparansi keuangan perusahaan dan fraud yang terstruktur.

Di Indonesia,kasus serupa juga terjadi, salah satunya pada PT. Kimia Farma, sebuah
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.PT Kimia Farma terbukti telah
mempublikasikan laba yang overstated. Penggelembungan laba ini juga berdampak
merugikan, karena informasi keuangan yang telah dipublikasikan tersebut telah
dijadikan dasar transaksi oleh para investor(Tjager et al., 2003). Kasus Kimia Farma di
Indonesia kembali menggaris bawahi pentingnya prinsip transparansi,khususnya
pengungkapan keuangan.

Pada dasarnya, menurut Scott (2012) jenis pengungkapan yang dipublikasikan
perusahaan terbagai dua yaitu mandatory disclosure (pengungkapan wajib) dan
voluntary disclosure (pengungkapan sukarela). Semakin luas cakupan pengungkapan
oleh perusahaan, maka semakin baik pula pemahaman pasar atas perusahaan, sehingga

menurunkan ketidakpastian akibat asimetri informasi. Sebagai akibatnya, investor tidak



dapat membedakan kualitas perusahaan dan tidak dapat memperkirakan risiko investasi
dengan tepat.

Penelitian terdahulu telah mengaitkan pengungkapan dengan sejumlah faktor. Salah
satu penelitian mengaitkan pengungkapan dengan karakteristik komite audit. Berbagai
penelitian tersebut memperlihatkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
pengengkapan antara lain, human capital (pendidikan dan pengalaman) yang dimiliki
individu dalam komite audit (Reeb dan Zhao,2009),keahlian dan independensi Komite
Audit (Felo dan Solieri, 2009), serta keahlian akuntansi/keuangan dalamanalisa
pelaporan keuangan (McDaniel er al.2002). Berdasarkan berbagai penelitian tersebut
terlihat bahwa krakteristik Komite Audit merupakan faktor yang berpengaruh pada
pengungkapan keuangan perusahaan. Peran Komite audit dalam peningkatan
transparansi didasarkan pada alasan pembentukan Komite Audit itu sendiri. Komite
Audit dibentuk oleh komisaris sebagai perpanjangan tangan Dewan Komisaris
melaksanakan fungsi verifikasi/pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Setiany,
Hartoko, Suhardjanto, dan Honggowati, 2017).

Di Indonesia penelitian mengenai keterkaitan Komite Audit dan Pengungkapan juga
telah banyak diteliti. Arifin (2001) menggunakan tingkat kehadiran anggota komite
audit sebagai proksi dari komite audit, penelitian oleh Mujiono (2004) yang
menggunakan proksi persentase komisaris independen dalam komite audit, sedangkan
penelitian Linda er al. (2011) yang mengaitkan ukuran komite audit. Dari ketiga
penelitian di Indonesia tersebut (Arifin etal., 2001; Mujiono, 2004; Linda dan Nuraini,
2011, dan Setiany, Hartoko, Suhardjanto, dan Honggowati, 2017). Hasil penelitian yang
inkonsisten pada sejumlah penelitian terdahulu mempertegas pentingnya dilakukan
pengujian kembali terhadap keterkaitan karakteristik Komite Audit dan Pangungkapan
Sukarela. Berdasarkan pemahaman tersebut, penelitian ini berusaha mengisi celah
penelitian ini dengan menggunakan enam proksi sekaligus untuk menguji peran komite
audt terhadap pengungkapan keuangan sukarela, termasuk mengidentifikasi proksi baru
yang mewakili komite audit, yaitu tenure. Tenure digunakan dalam penelitian ini
dengan alasan anggota komite audit dianggap lebih mampu memberikan pengawasan

secara kritis apabila lebih memahami karakteristik perusahaan (Jia et al. 2009).



1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan masalah sebagai

berikut:

. Apakah terdapat pengaruh ukuran komite audit terhadap tingkat pengungkapan

sukarela.
Apakah terdapat pengaruh latar belakang keahlian komite audit terhadap tingkat

pengungkapan sukarela.

. Apakah terdapat pengaruh tenure komite audit terhadap tingkat pengungkapan

sukarela.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada bab terdahulu mengenai permasalahan penelitian,

inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, fenomena yang terjadi laangan dan teori yang

mendasari penelitian ini, maka dapat disampaikan tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Menguji pengaruh ukuran komite audit terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

2. Menguji pengaruh latar belakang keahlian komite audit terhadap tingkat
pengungkapan sukarela.

3. Menguji pengaruh tenure komite audit terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan masalah sebagai

berikut:

1.

Bagi Akademik

Penelitian  in1i  diharapkan  dapat  berkontribusi  secara  konseptual
dalampengembangan literatur mengenai peran komite audit terhadap praktek
pengungkapan keuangan sukarela oleh perusahaan go public di Indonesia.

Bagi Perusahaan

Sementara secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi
regulator dan perusahaan, untuk merumuskan kualifikasi individu yang harus

dipertimbangkan dalam menetapkan anggota komite audit agar tujuanuntuk



memastikan transparansi informasi yang disampaikan manajemen pada publik dapat
tercapai.
1.5 Luaran yang diharapkan
Seperti halnya penelitian-penelitian lainnya, penelitian ini memiliki luaran yang
diharapkan, yaitu: Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau

Publikasi dalam seminar nasional.



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak yang
ditetapkan antara prinsipal dan agen untuk menjalankan kegiatan usaha dan bekerja
untuk kepentingan prinsipal, termasuk di dalamnya pendelegasian otoritas pengambilan
keputusan dari prinsipal pada agen. Keberadaan kontrak antara prinsipal dan agen yang
disertai pendelegasian wewenang ini, memunculkan kemungkinan agen mengambil
keputusan-keputusan bisnis yang menguntungkan dirinya sendiri (opportunistic
behavior).

Investor membutuhkan informasi mengenai kondisi dan kinerja keuangan
perusahaan untuk mengambil keputusan investasi.Hubungan antara manajemen dan
investor yang pada dasarnya saling membutuhkan, akan terkendala oleh information
problem dan agency problem. Ini mengakibatkan peranan laporan keuangan menjadi
penting karena perbedaan kualitas informasi antara manajemen dan investor dapat
menyebabkan ketidakmampuan investor menentukan pilihan investasi yang baik (Healy
dan Palepu, 2001).

Untuk mengatasi masalah keagenan inilah kemudian dibentuk komite audit. Komite
audit dibentuk oleh komisaris, untuk menjalankan fungsi verifikasi/pengawasan
terhadap manajemen.

2.2 Komite Audit

Komite audit menurut Tjager efal. (2003) adalah salah satu komite yang dibentuk
oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan
tanggungjawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip corpotare governance terutama
transparansi dan disclousure diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para
eksekutif. Pendapat Tjager er al. (2003) tersebut menunjukan peran sentral yang
dijalankan komite audit, dan karenanya individu-individu yang dipilih menjadi anggota

komite audit perlu memenuhi sejumlah kriteria.



Pembentukan komite audit dalam kerangka corporate governance bertujuan untuk
menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaporan keuangan yang disusun dan
diungkap manajemen perusahaan menjadi informasi public. Pada tahun 2000 Bapepam
menerbitkan SE BAPEPAM No. 03 tahun 2000 tentang pembentukan komite audit,
disusul dengan penerbitan surat Keputusan Direksi BEl No. 339 tahun 2001 oleh Ketua
BEI mengenai peraturan pencatatan efek di Bursa yang mencakup komisaris
Independen, komite audit, sekretaris perusahaan, keterbukaan, dan standar laporan
keuangan per sektor. Kemudian tahun 2003 Bapepam mengeluarkan Keputusan Ketua
BAPEPAM No.: Kep-411PM/2003 yang mengatur tentang pembentukan dan pedoman
pelaksanaan kerja komite audit, yang selanjutnya direvisi dengan dikeluarkannya
Keputusan Ketua BAPEPAM No.: Kep-24/PM/2004 dan lampiran no. IX.I.5 pada
tanggal 24 September 2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja
komite audit. Kedua peraturan tersebut kemudian menjadi acuan bagi pembentukan
komite audit pada perushaan publik di Indonesia.

Berge dan Ridder (1999) merumuskan empat tugas yang harus diemban oleh
komite audit, antara lain (1) Mengawasi laporan keuangan dan pelaporan keuangan,
(2) Mengawasi system pelaporan dan system informasi manajemen, (3) Menguji system
pengendalian keuangan (pengendalian intern dan ekstern) dan menejemen resiko, (4)
mengawasi independensi pengendalian eksternal dan internal, serta memilih auditor
publik.Berdasarkan rumusan tugas dari Berge dan Ridder (1999) ini terlihat peran
sentral komite audit sebagai pengawas sistem keuangan dan pelaporan perusahaan,
dengan demikian transparansi informasi yang diungkap manajemen sangat ditentukan
oleh keberhasilan komite audit menjalankan tugasnya.

Kalbers dan Fogarty (1993) menyatakan bahwa terdapat tiga faktor yang
mempengaruhi keberhasilan komite audit dalam menjalankan tugasnya yaitu 1)
kewenangan formal dan tertulis, 2) kerjasama manajemen dan 3) kualitas/kompetensi
anggota komite audit (Abbott et al., 2004). Mengacu pada pendapat Kalbers dan
Fogarty (1993) tersebut nampak bahwa kualifikasi individu yang ditetapkan sebagai
anggota komite audit sangat berperan dalam keberhaasilan komite audit mengalankan

tugas pengawasan pada informasi yang diungkap manajemen. Oleh sebab itu maka,



sebagaimana dinyatakan oleh Abbotter al. (2000), maka perlu dirumuskan ukuran-
ukuran tertentu mengenai efektifitas komite audit yang dapat menjalankan tugasnya.
2.3 Voluntary Financial Diclosure

Menurut Scott (2006), pada dasarnya jenis informasi yang diungkapkan perusahaan
terbagai dua yaitu mandatory disclosure dan voluntary disclosure. pengungkapan
sukarela (voluntary disclosure) adalah jenis penyampaian informasi keuangan
perusahaan pada publik yang diungkapkan secara sukarela di dalam laporan keuangan,
tanpa ada kewajiban yang mengaturnya.

Bruslerie dan Gabteni (2011) menyatakan pengungkapan keuangan sukarela
merupakan tambahan informasi keuangan yang diungkap perusahaan melebihi
kewajiban pengungkapan yang dimandatkan. Berdasarkan definisi tersebut dapat
diartikan, pengungkapan keuangan sukarela merupakan informasi keuangan yang
dipublikasikan secara sukarela oleh perusahaan dan bersifat memperluas pengungkapan
informasi keuangan wajib.

Arti penting pengungkapan sukarela menurut Tian dan Chen (2009) adalah sebagai
sarana yang efektif dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan
karena mampu memberikan gambaran tentang prospek perusahaan, menyempurnakan
struktur governance dan memperluas perlindungan terhadap investor. Senada dengan
pendapat Tian dan Chen tersebut, Botosan (1997) menyatakan bahwa voluntary
disclosure berperan mengurangi kesenjangan informasi (asymmetric information) antara
perusahaan dengan investor dan pihak lain di luar perusahaan. Pendapat Botosan (1997)
serta Tian dan Chen (2009) tersebut menunjukan peran penting voluntary disclosure,
sehingga menjadikan kajian mendalam mengenai praktek dan pengungkapan keuangan
sukarela ini penting.

Penelitian Meek et al. (1995) secara spesifik menjelaskan teknik yang digunakannya
dalam menentukan item pengungkapan sukarela. Meek et al. (1995) mengawali dengan
mengidentifikasi 128 item voluntary disclosure yang potensial dari berbagai laporan
tahunan perusahaan serta mengidentifikasi seluruh peraturan yang wajib dilaporkan/
mandatory disclosure, meliputi peraturan SEC, standar publik, standar privat, booklet

AICPA, peraturan bursa negara lain (tempat perusahaan sampel pada awalnya terdaftar),



sehingga dapat menghasilkan item pengungkapan yang komprehensif. Seluruh item
potensial voluntary disclosure yang telah diidentifikasi tersebut kemudian ditandingkan
dengan item pengungkan yang bersifat mandatory dan diidentifikasi kembali. Namun
demikian identifikasi item pengungkapan yang dilakukan oleh Meek etal. (1995) ini
tidak mempertimbangkan kebutuhan investor dan analis pasar. Oleh sebab itu penelitian
ini menggabungkan item pengungkan yang disusun Meek er al. (1995) dengan item
pengungkapan yang disusun oleh Botosan (1997).

Dalam penelitian Botosan (1997) item pengungkapan dibagi menjadi lima golongan
yang diidentifikasi berdasarkan kebutuhan informasi oleh investor dan analis dalam
rangka mengambil keputusan investasinya. Botosan (1997) kemudian membagi
voluntary disclosure menjadi lima kelompok yaitu, background information, ten-or-five
year summary or historical result, key non financial statistics, projected information,
management discussion and analysis.

2.4 Komite Auditdan Disclosure

Penelitian ini menfokuskan pada sisi financial dari voluntary disclosure karena
peran komite audit yang didasarkan pada SK Bapepam no. IX.I.5 nomer 3 huruf c
nomor 1) yang menyatakan bahwa tugas komite audit adalah melakukan penelaahan
informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan,
proyeksi, dan informasi keuangan lainnya. Dengan demikian diharapkan, pemilihan sisi
keuangan dari voluntary disclosure dapat menghasilkan kesimpulan yang jelas dan tidak
bias mengenai peran komite audit.

Vicknair (1993) menyatakan bahwa komposisi komite audit dapat berpengaruh
pada proses pelaporan keuangan. Beberapa penelitian telah membuktikan pengaruh
positif signifikan ukuran komite audit terhadap tingkat pengungkapan (Beasley, 1996;
Felo et al., 2003; Felo et al, 2009; Lindadan Nuraini, 2011) namun demikian hasil
penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Hoitash er al. (2009). Pertentangan
hasil penelitian ini mendorong peneliti untuk menggunakan ukuran sebagai salah satu
proksi komite audit dan menguji pengaruhnya terhadap voluntary financial disclosure.

Ukuran komite audit diharapkan menunjukan pengaruh positif terhadap pengungkapan



keuangan sukarela karena ukuran komite audit didesain oleh dewan komisaris untuk
memastikan efektifitas pengawasan (Kalbers dan Fogarty, 1993).

Menurut Felo (2003) penting bagi komite audit untuk mengenali adanya potensi
penyesatan (misleading) pada pencatatan transaksi atau laporan keuangan, dan
berkontribusi pada pelaporan akuntansi yang berkualitas. Ini berarti anggota komite
audit harus memiliki kemampuan untuk mengenali potensi misleading tersebut, dan
kemampuan tersebut hanya dimiliki oleh individu yang memiliki keahlian atau
pengalaman di bidang akuntansi atau keuangan. Oleh karena itu, Bapepam (2004)
mengatur bahwa sekurangnya satu orang anggota komite audit harus memiliki latar
belakang keahlian akuntansi atau keuangan, dan anggota lainnya harus dapat membaca
dan memahami laporan keuangan.

Penelitian lain yang menunjukan pengaruh positif signifikan keahlian anggota
komite audit terhadap disclosure ditunjukan oleh Abbott (2000), Agrawal dan Chadha
(2005), Krishnan dan Visvanathan (2007), Krishnan dan Lee (2009), Felo et al. (2009),
Reeb dan Zhao (2009). Berbagai pendapat tersebut, menggaris bawahikebutuhan komite
audit terhadap individu dengan kualifikasi keahlian akuntansi dan keuangan, agar dapat
menjalankan perannya secara efektif. Karenanya dalam penelitian ini latar belakang
keahlian akuntansi/keuangan digunakan sebagai salah satu proksi komite audit untuk
diuji pengaruhnya terhadap pengungkapan keuangan sukarela perusahaan di Indonesia.
2.5 Kerangka Penelitian

Dalam penelitian ini, dirumuskan kerangka penelitian yang dikembangkan
menjadi hipotesis penelitian. Komite audit diteliti melalui tigaproksi yang terdiri dari;
ukuran, keahlian, dan tenureanggota komite audit. Masing-masing proksi diuji

pengaruhnya terhadap voluntary financial disclosure.

1. Ukuran KA (X)) H, (+) N
2. Latar Belakang Keahlian Pengungkapan
Hs (+) | Keuangan Sukarela
(X2) =
3. Tenure (X3) (Y)
Gambar 1.

Kerangka Penelitian



BAB II
METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dan tergolong dalam penelitian
hipothesis testing (Sekaran dan Bougie, 2015). Adapun permasalahan yang mendasari
penelitian ini terdiri dari dua sisi, yaitu permasalahan praktis dan permasalahan empiris.
Secara praktis, permasalahan mengenai pengungkapan keuangan terkait erat dengan
manfaat transparansi informasi keuangan bagi kepentingan publik. Ketidak berhasilan
perusahaan dalam meningkatkan pengungkan keuangan mengakibatkan rendahnya
kepercayaan investor dan berakibat pada rendahnya aliran investasi pada perusahaan.
Permasalahan kedua, yaitu permasalah empiris. Sejumlah penelitian terdahulu
sebagaimana disajikan pada bab pendahuluan memperlihatkan masih dibutuhkannya
penelitian tambahan untuk memperkuat generalisasi hasil penelitian mengenai
keterkaitan komite audit dan pengungkapan keuangan sukarela. Oleh sebab itu,
penelitian ini  diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai kedua sisi
permasalahan tersebut di atas.

3.2 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Penelitian ini mermuskan oaperasionalisasi variable dan pengukurannya sebagai
berikut:

1. Variable dependen : Pengungkapan keuangan sukarela (DISC)

Variabel Pengungkapan sukarela menurut Setiany (2016) adalah Pengungkapan
sukarela yang dilakukan perusahaan tersebut berperan untuk melengkapi informasi yang
bersifat wajib. Lebih lanjut menurut Scott (2012), pengungkapan sukarela adalah jenis
penyampaian informasi keuangan perusahaan pada publik yang diungkapkan secara
sukarela di dalam laporan keuangan, tanpa ada kewajiban yang mengaturnya.

Pengungkapan diukur dengan menggunakan skor tingkat pengungkapan sukarela
berdasarkan ceklist yang disusun oleh Setiany (2016). Ceklist tersebut terdiri dari 35
item pengungkapan sukarela di bidang keuangan dalam sebuah indeks tanpa

pembobotan. Sehingga setiap item yang diungkapkan diberi nilai 1(satu) dan yang tidak
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diungkapkan diberi nilai O (nol). Dengan demikian skor maksimal yang dapat diperoleh
perusahaan dari pengungkapan sukarelanya adalah 35 (item pengungkapan penelitian

terlampir).

E Item Veoluntary Financial Disclosure

DISC =

T Total kegeluruhan item

2. Variable independen.

Proksi komite audit yang digunakan sebagai variable independen pada penelitian
ini antara lain terdiri dari:

a. Ukuran Komite Audit (SIZE)

Variabel ukuran komite audit mengacu pada penelitian Felo etal. (2003, 2009)
diukur dengan menjumlahkan anggota komite audit yang ada dalam
perusahaan.Pengukuran yang dilakukan Felo et al. (2003, 2009) tersebut didukung pula
dengan pengukuran yang duunakan dalam penelitian Beasley (1996) dan Lindadan
Nuraini(2011). Bapepam (2004) dan BEI (2001) mengatur bahwa komite audit
sekurangnya berjumlah 3 orang,jumlah anggota komite audit yang dibentuk oleh
perusahaan dapat diperoleh informasinya dari laporan tahunan perusahaan yang

bersangkutan.

SIZE = E Anggota Komite audit

b. Latar belakang keahlian Akuntansi/Keuangan (AHLI)

Penelitian Felo er al. (2003, 2009)mengukur keahlian akuntansi dan keuangan
dalam anggota komite audit melalui latar belakang keahlian akuntansi/keuangan atau
memiliki pengalaman kerja sebagai auditor, manajer keuangan atau menjabat sebagai
chief financial officer (CFO). Pengukuran ini sejalan dengan aturan BAPEPAM dalam
KeputusanKetua No.: Kep-24/PM/2004 lampiran No. IX.I. nomer 3 huruf b angka 1)
yang menyatakan bahwa persyaratan keanggotaan komite audit salah satunya adalah
memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar
belakang keahliannya.

Oleh sebab itu, pendidikan akuntansi dan keuangan dalam penelitian ini,

sebagaimana penelitian Felo etal. (2003, 2009), diukur dari proporsi anggota komite
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yang memiliki latar belakang keahlian akuntansi dan keuangan di bandingkan seluruh

anggota komite audit.

T Anggota KAberpendidikanakuntansi/keuangan

AHLI = : :
T Anggota Komite Audit

c. Tenure Anggota Komite Audit (TENURE)

Mengacu pada penelitian Chi dan Huang (2005) tenure didefinisikan sebagai
jumlah tahun yang menunjukan lamanya anggota komite audit menjabat sebagai komite
audit perusahaan, karena jumlah anggota komite lebih dari satu orang maka dalam
penelitian ini tenure anggota komite audit diukur dengan reratanya.

Pengukuran serupa juga digunakan dalam penelitian Abbott er al. (2000),
Krishnan (2005) dan Jia et al. (2009). Oleh sebab itu, maka variable tenuredalam

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

¥ Jumlah tahun menjabat anggota komite audit
¥ Anggota Komite Audit

TENURE =

3.3 Ruang lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Data sekunderdiperoleh dari situs www.idx.co.id dan website masing-masing
perusahaan sampel. Dengan demikian penelitian ini menggunakan data sekunder yang
diambil dari laporan tahunan perusahaan. Adapun proses penentuan sampel didahului
dengan menentukan sampel frame. Sampel frame merupakan suatu daftar yang lengkap
dari anggota populasi (Sekaran dan Bougie, 2015). Dari sampel frame tersebut
kemudian dipilih sampel yang diinginkan. Sampel frame penelitian ini berarti nama-
nama perusahaan yang go publik di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi kriteria-
kriteria yang disyaratkan dalam penelitian ini.Populasi penelitian ini adalah seluruh
laporan tahunan perusahaan dari perusahaan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEl)
selama tahun 2013-2015.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan purposive
sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan

pemilihan sample didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
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1. Perusahaan yang tergabung dalam index Kompas 100 selama tahun 2013-2015.
Index kompas 100 dipilih karena mewakili 70-80% kapitalisasi pasar di BEL
Penelitian ini tidak mensyaratkan konsistensi perusahaan tergabung dalam index
Kompas 100 karena menghindari survivorship bias.

2. Menyajikan data tentang latar belakang anggota komite audit yang memuat latar
belakang keahlian, dan tenurekomite audit secara lengkap.

3.4 Teknik Analisis Data

Pada bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk
memperoleh hasil dan kesimpulan penelitian ini. Model analisis pada penelitian ini
menggunakan analisis statistik deskriptif, uji korelasi, dan uji regresi berganda. Analisis
statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel yang diteliti. Uji korelasi
dilakukan untuk melihat hubungan antar variabel penelitian. Ujil regresi berganda
digunakan untuk menguji pengaruh varibel independen terhadap variabel dependen.
Estimasi model analisis menggunakan bantuan program SPSS versi 20. Lebih lanjut,
berikut tahapan teknik analisis data yang digunakan yaitu:
1. StatistikDeskriptif
Analisis statistik deskriptif, digunakan untuk mencari nilai rerata (mean), standar
deviasi, maksimum dan minimum dari variabel yang diteliti. Hasil statistik deskriptif
dianalisis secara kualitatif.
2. Uji Regresi
Model analisis yang digunakanyaitu model analisis regresi berganda. Hasil estimasi
model regresi berganda diuji dengan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji autokorelasi,
heteroskedastik dan multikolinieritas) dan uji statistik (uji t dan uji F), dan untuk
mengukur ketepatan model regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dilihat dari
besarnya  nilai  koefisien  determinasi  (R®).Adapunpersamaanregresi  yang
digunakansebagaiberikut:

DISC=a+ R1SIZE+ BRZAHLI + S3TENURE + e................................. (1)
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Keterangan:

Penjelasan Variable Pengukuran
Pengungkapan keuangan Persentase skor pengungkapan, dengan cara
sukarela (DISC) memberi skor 1 pada item pengungkapan

keuangan sukarela yang diungkapkan oleh
perusahaan dan O pada item yang tidak
diungkap.

Ukuran Komite Audit (SIZE) Total anggota komite audit

Latar Belakang Keahlian Proporsi anggota komite audit yang ahli

(AHLI) akuntansi/keuangan terhadap total anggota
komite audit x 100%

Tenure (TENURE) Rerata masa jabatan yang telah dilalui
sebagai anggota KA

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam uji koefisien regresi adalah:

1. Tingkat signifikansi (o) yang digunakan sebesar 5%.

2. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada signifikansi pvalue
(probability value). Jika p-value (signifikan) > a, maka hipotesis alternatif ditolak.
Sebaliknya jika p-value (signifikan) < a, maka hipotesis alternatif diterima.

Dengan demikian, hipotesis penelitian ini adalah :

H;: Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan keuangan

sukarela perusahaan.

H,: Latar belakang keahlian Komite Audit berpengaruh positif terhadap tingkat

pengungkapan keuangan sukarela perusahaan.

His: Tenure anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat tingkat

pengungkapan keuangan sukarela perusahaan.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Diskriptif

Pengembangan model dalam penelitian ini menggunakan data yang meliputi, indeks
voluntary financial Disclosure (DISC), Ukuran komite audit (SIZE), latar belakang
keahlian akuntansi/keuangan komite audit (AHLI), dantenure anggota komite audit
(TENR).

Berdasarkan pengujian empiris yang dilakukan diperoleh informasi statistik
deskriptif yang meliputi nilai minimun, nilai maksimum dan rerata (mean). Statistik
deskriptif pada tabel 1 menunjukan bahwa tingkat voluntary financial disclosure
(DISC) di Indonesia memiliki nilai rerata 45.21 % dari poin maksimal voluntary
financial disclosure yang diteliti yaitu 35 poin. Ini berarti tingkat pengungkapan
voluntary financial disclosure di Indonesia masih rendah karena rerata memperoleh
skor kurang dari setengah poin maksimal penelitian. Dari 57 perusahaan yang menjadi
sample penelitian, nampak bahwa pada tahun 2009 terdapatl0 perusahaan yang skor
voluntary financial disclosure-nya berada di bawah rerata dan 47 perusahaan yang skor
pengungkapannya lebih dari atau sama denganrerata. Skor terendahtingkat voluntary
financial disclosure 11 poin atau setara 33% dari total skor maksimal nampak dari
PT.BKSL. Sementara skor tertinggi 25 poin atau setara 72% dari total skor maksimal
diperoleh PT BBNI.

Karakteristik data yang nampak melalui hasil statistik deskriptif ini menunjukan
bahwa reratanya pengungkapan voluntary financial disclosure perusahaan di Indonesia
masih rendah. Perusahaan hanya mengungkap rerata 45.21 % yang berarti kurang dari
setengah indeks pengungkapan penelitian ini. Ini dapat terjadi karena kesadaran
perusahaan untuk mengungkap informasi keungan yang bersifat sukarela masih rendah.
Disamping itu manfaat voluntary financial disclosure juga belum dipahami, sehingga
pengungkapan informasi ini belum dirasakan sebagai kebutuhan.

Perusahaan di Indonesia diharapkan perlu meningkatan level pengungkapan

informasi keuangan sukarela yang dipublikasikannya. Peningkatan level pengungkapan
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ini diperlukan karena merupakan wujud transparansi pengelolaan dan pelaporan
keuangan, Sehingga pada akhirnya pemegang saham dan calon investor akan
memperoleh informasi yang cukup luas untuk mengambil keputusan investasi dengan
tepat.

Adapun rerata ukuran komite audit (SIZE) sebesar 3.6 menunjukan bahwa rerata
perusahaan mengangkat anggota komite audit hanya sejumlah aturan Bapepam yaitu 3
orang, ini nampak dari 57 sample perusahaan di tahun 2010 ternyata hanya 23
perusahaan yang memiliki anggota komite audit lebih dari 3 orang, sedangkan 34
perusahaan lainnya memiliki komite audit yang berjumlah 3 orang. Sementara di tahun
2009 sebanyak 35 perusahaan memiliki komite audit berjumlah 3 orang, dan 22
perusahaan memiliki anggota komite audit lebih dari 3 orang. Meskipun telah sesuai
dengan aturan Bapepam No. IX.I.5. mengenai pembentukan dan pelaksanaan kerja
komite audit, namun demikian data ini juga dapat mengindikasikan bahwa dalam
menetapkan jumlah anggota komite audit perusahaan hanya mempertimbangkan untuk

memenuhi syarat dalam surat keputusan ketua Bapepam tersebut.

Tabel 1
Statistik Deskriptif
Variable Mean Minimum Maximum
Latar belakang keahlian Akt/keuangan (%) 0,7591 0,33 1,00
Ukuran Komite audit 3,6316 3,00 7,00
Tenure Komite Audit 7,4614 2,00 14,00
Voluntary Financial Disclosure (%) 0,4521 0,22 0,72

Pendidikan akuntansi/keuangan (AHLI) menunjukan rerata sebesar 75.91%. Ini
berarti 75,91 % anggota komite audit memiliki latar belakang keahlian maupun
pengalaman dibidang akuntansi/keuangan yang memadai. Bahkan jumlah perusahaan
yang 100% anggota komite auditnya berlatar belakang akuntansi/keuangan pada tahun
2003 mencapai 24 perusahaan, sedangkan ditahun 2015 terdapat 21 perusahaan.

Tingginya rerata anggota komite audit berlatar belakang akuntansi/keuangan ini

menunjukan upaya serius dewan komisaris untuk; 1) memilih dan menetapkan anggota
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komite audit yang memiliki kualifikasi pendidikan yang bermanfaat dalam membantu
dewan komisaris memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai tugas
pengawasan. 2) mengikis kesenjangan informasi dan meningkatkan transparansi antara
manajemen dan pemegang saham, melalui peran anggota komite audit yang ahli.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rerata fenurekomite audit di perusahaan
sample adalah7.46tahun, yang artinya rerata KA menjabat lebih dari 1 periode (dengan
asumsi periode masa jabatan 5 tahun). Tenure terendah adalah 2 tahun yaitu pada PT
CTRP di tahun 2013 dan PT TRAM di tahun 2015. Tenure terlama adalah 12 tahundi
PT CPIN di tahun 2015. Tingginya rerata fenure ini menunjukan tingginya kebutuhan
atas pengalaman komite audit dalam menjalankan tugasnya.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut Gujarati (2006) analisis regresi berganda (multiple regression) pengujian
validitas data dilakukan sebagai syarat analisa regresi berganda agar penaksiran
parameter dan koefisien regresi valid, tidak bias dan konsisten, maka berdasarkan
pengujian asumsi klasik dengan menggunakan kolmogorov-smirnov, uji DW dan VIF
pada tabel 2 diketahui bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi

normal dan valid.

Tabel 2
Uji Asumsi Klasik

Variable VIF Pengujian Asumsi
SIZE 1.323 Multikolinearitas
EDU 1.062 Multikolinearitas
MEET 1.332 Multikolinearitas

Run test sig. 0.132> 0.05(sig) Autokorelasi

One Sampke K-
S Asym. Sig. 0.994> 0.05(sig) Normalitas

Berdasarkan tabel 2, ujinormalitas data menggunakanOne Sample Kolmogorov-
Smirnov menurut Gujarati(2006) dilakukan dengan melihat hasil pengujian

Kolmogorov-Sminorv. Kriteria pengujiannya, apabila p-value=0.994>5%berarti data
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berdistribusi secara normal. Sedangkan untuk ujiautokorelasi menggunakan Run test
menunjukan tingkat p-value = 0.132>5%berarti data tersebas dari autokorelasi.

Untuk mendeteksi adanya gejala multikolinearitas dalam model penelitian menurut
Ghozali (2006) nilai variance inflasion factor (VIF). Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat
bahwaseluruh variable menunjukan nilai VIF < 10,00. Hasil pengujian ini menunjukan
bahwa suatu model regresi yang bebas multikolinearitas.

4.3 Analisis Regresi Berganda

Setelah melakukan pengujian asumsi klasik dengan menggunakan kolmogorov-
smirnov, uji DW dan VIF diketahui bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini
berdistribusi normal dan valid. Maka dilanjutkan dengan analisis regresi berganda yang
digunakan sebagai alat untuk menemukan jawaban rumusan pertanyaan, mengenai
pengaruh komite audit terhadap tingkat voluntary financial disclosure perusahaan di
Indonesia. Metode yang digunakan dalam analisis regresi ini adalah metode backward.
Metode backward menurut Ghozali (2006) adalah suatu metode mengolah data dengan
cara memasukan seluruh variable independen (predictor) ke dalam analisis kemudian
menguranginya satu per satu guna menguji dan memastikan variable berpengaruh.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk menguji pengaruh komite audit
terhadap tingkat voluntary financial disclosure perusahaan di Indonesia, maka komite
audit diproksikan melalui ukuran komite audit (SIZE), latar belakang keahlian
akuntansi/keuangan anggota komite audit (AHLI), fenure komite audit (TENR) dan

diuji pengaruhnya terhadap tingkat voluntary financial disclosure.

Tabel 3
Hasil Regresi Linear Berganda
R Square Adjusted R Square F Sig.
0.383 0.366 22.471 0.000

Hasil analisis regresi linear berganda pada table 3 menunjukan nilai adjusted R
square sebesar 0.383. Nilai adjusted R square sebesar 0.366, tersebut menunjukan
variasi voluntary financial disclosure yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel

independen yaitu ukuran komite audit (SIZE), latar belakang keahlian
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akuntansi/keuangan anggota komite audit (AHLI), dan tenure komite audit (TENR)
sebesar 36.6%, sedangkan 63.4% dipengaruhi oleh faktor lain.

Tabel 3 juga menginformasikan nilai F hitung penelitian ini sebesar 22.471 dengan
tingkat signifikansi 0.000 (p-value < 5%), nilai F hitung tersebut lebih tinggi
dibandingkan nilai F table 2.333 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0.05. Dengan
demikian berarti proksi komite audit yang terdiri dari ukuran komite audit (SIZE), latar
belakang keahlian akuntansi/keuangan anggota komite audit (AHLI), dan tenure komite
audit (TENR), secara bersama-sama terbukti berpengaruh signifikan terhadap variable
dependen yaitu voluntary financial disclosure (DISC).

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan alat bantu SPSS menjelaskan

koefisien regresi masing-masing variable dan tingkat signifikansinya disajikan dalam

tabel 4, sebagai berikut:

Tabel 4
Koefisien Regresi
Variable Koefisien t hitung p-value Kesimpulan
Konstanta +0.428 - -
SIZE +0.019 1.891 0.061 Signifikan
EDU +0.081 1.052 0.295 Tidak Signifikan
TENR +0.002 1.786 0.077 Signifikan

Berdasarkan tebel 4, maka persamaan hasil penelitian ini dapat dirumuskan
sebagai berikut:

DISC = 0.428 + 0.019 SIZE + 0.081 EDU + 0.002 MEET+ ¢

Hipotesis 1: Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap tingkat
voluntary financial disclosureperusahaan

Hipotesis penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran komite audit

(SIZE) terhadap tingkat voluntary financial disclosure (DISC). Dari hasil regresi

yang disajikan pada table 4, terlihat bahwa nilai t hitung sebesar 1.189dengan p-

value 0.061 signifikan pada tingkat 10%. Ini berarti ukuran komite audit
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berpengaruh signifikan terhadap tingkat voluntary financial disclosure perusahaan

di Indonesia, atau dengan kata lain hipotesis penelitian diterima. Hasil penelitian ini

mendukung penelitian Beasley (1996), Felo et.al. (2003; 2009) dan Linda (2011)

yang menemukan ukuran komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap

voluntary financial disclosure. Hasil penelitian yang menunjukan koefisien positif
ini berarti bahwa semakin banyak anggota komite audit akan berpengaruh pada
makin tingginya tingkat voluntary financial disclosure perusahaan.

Dengan demikian hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ukuran komite
audit merupakan variable yang relevan untuk mengukur efektifitas komite audit
terhadap voluntary financial disclosure. Peran komite audit dalam mengawasi
proses dan pelaporan keuangan melalui voluntary financial disclosure perusahaan
terbukti ditentukan oleh ukuran komite audit yang dimilikinya, hasil penelitian ini
mendukung pendapat Felo (2003) bahwa komite audit perlu memiliki lebih banyak
anggota untuk mengenali potensi misleading pada pelaporan keuangan.

Hipitesis 2: Latar belakang keahlian akuntansi/keuangan anggota Komite
Audit berpengaruh positif terhadap tingkat voluntary financial
disclosureperusahaan

Hipotesis penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keahlian komite audit
terhadap tingkat voluntary financial disclosure perusahaan Indonesia. Dari hasil
regresi yang disajikan pada table4, terlihat bahwa nilai t hitung sebesar 1.052
dengan p-value 0.295 >5%. Ini berarti keahlian komite audit tidak berpengaruh
signifikan terhadap tingkat voluntary financial disclosure perusahaan di Indonesia,
atau dengan kata lain hipotesis penelitian ditolak. Hasil penelitian ini bertentangan
dengan penelitian Bedard (2008), Agrawal-Cadha (2005), Krishnan-Visvanathah
(2007), Krishnan-Lee (2009), Mc Daniel (2009), Reeb-Zhao (2009) dan Felo-Solieri
(2009) yang menemukan bahwa keahlian komite audit berpengaruh positif
signifikan terhadap voluntary disclosure perusahaan.

Hasil penelitian yang menunjukan arah positif tidak signifikan ini berarti bahwa
dengan penambahan jumlah anggota komite audit yang ahli di bidang

akuntansi/keuangan searah dengan meningkatkan voluntary financial disclosure,
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namun demikian penelitian tidak berhasil membuktikan bahwa variable pendidikan
merupakan proksikomite audit yang relevan untuk meningkatkan voluntary
financial disclosure. Hasil penelitian yang tidak signifikan ini didukung oleh
penelitian Khomsiyah et al. (2005) di Indonesia, dan penelitian Lin et al.(2006)di
China yang juga menemukan bahwa variable latar belakang keahlian
akuntansi/keuangan anggota komite audit tidak terbukti signifikan.
Hipotesis 3: Jumlah tenure komite audit berpengaruh posiif terhadap tingkat
voluntary financial disclosureperusahaan

Hipotesis penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh tenure
komite audit terhadap tingkat voluntary financial disclosure perusahaan di
Indonesia. Dari hasil regresi yang disajikan pada table 4, terlihat bahwa nilai t
hitung sebesar 1.786 dengan p-value 0.077 <10%. Ini berarti tenureanggota komite
audit searah dengan dugaan peneliti dan menunjukan pengaruh yang signifikan, atau
dengan kata lain hipotesis penelitian ditolak. Hasil penelitian ini bertentangan
dengan penelitian Core (1999) dan Bryan et.al. (2004).Hasil penelitian yang
bertentangan dengan hipotesis penelitian dan menunjukkan pengaruh tidak
signifikan ini didukung oleh penelitian Pamudji-Trihartati  (2010), serta
membuktikan bahwa fenureanggota komite audit bukan merupakan faktor penting
untuk dimiliki individu anggota komite audit dalam meningkatkan voluntary

financial disclosure perusahaan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

5.1 Kesimpulan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian untuk menguji pengaruh komite audit terhadap

voluntary financial disclosure di Indonesia, melalui proksi komite audit yang terdiri

dari; ukuran, latar belakang keahlian, independensi, komitmen dan pertemuan, maka
kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang keahlian komite audit (AHLI) tidak terbukti berpengaruh signifikan
terhadap voluntary financial disclosure. Ini berarti keahlian berdasarkan latar
belakang keahlian bukan merupakan proksi yang relevan untuk menjelaskan
pengaruh komite audit terhadap voluntary financial disclosure.

2. Ukuran komite audit (SIZE), dantenure komite audit (TENR), terbukti berpengaruh
signifikan terhadap voluntary financial disclosure di Indonesia. Hasil penelitian ini
berarti bahwa ukuran komite audit dan fenureanggota komite audit merupakan proksi
yang relevan menjelaskan pengaruh komite audit terhadap voluntary financial
disclosure.

Penelitian ini memperkaya literatur mengenai voluntary financial disclosure yang
masih sangat terbatas di Indonesia serta menjelaskan peran komite audit dalam proses
pengawasan dan pelaporan keuangan perusahaan. Disamping itu penelitian ini juga
telah mengidentifikasi proksi dan measurement baru yang relevan untuk menjelaskan
peran komite audit terhadap voluntary financial dislcosure.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya OJK sebagai regulator mengatur
jumlah dan kualitas anggota serta pertemuan yang diadakan oleh komite audit. Dengan
mengatur jumlah pertemuan komite audit diharapkan peran komite audit dalam
mengawasi proses pelaporan keuangan dapat terlaksana dengan baik, sehingga
transparansi dan keseimbangan informasi antara manajemen dan pemegang saham dapat

dicapai.
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5.2 Keterbatasan dan Saran
Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang diharapkan dapat diperbaiki

melalui penelitian serupa dimasa yang akan datang, yaitu:

1. Periode penelitian ini hanya selama dua tahun yaitu tahun 2013-2015. Penelitian
serupa di masa yang akan datang diharapkan dapat memperluas periode pengamatan.
Ini diperlukan agar hasil penelitian dapat diuji konsistensi dan generalisasinya.

2. Perusahaan di Indonesia diharapkan perlu meningkatan level pengungkapan
informasi keuangan sukarela yang dipublikasikannya. Peningkatan level
pengungkapan ini diperlukan dikaitkan transparansi pengelolaan dan pelaporan
keuangan. Sehingga pada akhirnya pemegang saham dan calon investor akan
memperoleh informasi yang cukup luas untuk mengambil keputusan investasi

dengan tepat.
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